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BUPATI BANGLI 
 
 
 

PERATURAN BUPATI BANGLI 

NOMOR 37  TAHUN 2011 

TENTANG 
 

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH  

(KSCT) KABUPATEN BANGLI 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANGLI, 

 
 

Menimbang: a. bahwa  dalam rangka  mengimplementasikan  Undang-Undang  Nomor   26 

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang khususnya Pasal 34 ayat ( 1)  huruf a 

bahwa Perurnusan Kebijakan Strategis Operasionalisasi Rencana Tata 

Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis.  maka perlu 

ditetapkan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh; 

b.  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  huruf a,  dipandang  perlu menetapkun 

Peraturan Bupati  tentang  Penetapan  Kawasan  Strategis  Cepat  Tumbuh 

Kabupaten Bangli; 

 

 

Mengingat: l.  Undang-Undang  Nomor  69 Tahun  1958 tentang  Pembentukan  Daerah- 

daerah  Tingkat  II   dalam  Wilayah  Daerah-daerah  Tingkat  I    Bali. Nusa 

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun  1958 Nomor   122, Tambahan-Lernbaran Negara Nemer 
.                                                                                                                  ..... 

1655); 
 

2. Uadang-Undang  Nomor 5  Tahun  1960 tentang  Peraturan Desar   Pokok - 

pokok Agraria (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013 ); 
 

3.  Undang-Undang   Nomor  4  Tahun   1982  tentang  Ketentuan-ketentuan 

Pokok Pengelolaan   Lingkungan   Hidup   (Lembaran   Negara   Republik 

Indonesia Tahun  1982 Nomor  12,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3215);
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4.  Undang-Undang  Nomor  5   Tahun  1984  tentang Perindustrian (Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 

5. Undang-Undang       Nomor   9 Tahun 1990 tentang  Kepariwisataan   (Lernbaran 
 

Negara Republik Indonesia Tahun  1990 Nomor 78, Tambahan Lernbaran 
 

Negara Republik Indonesia Nomor 3427); 
 

6.  Undang-Undang    Nomor   4    Tahun    1992    tentang   Perumahan   dan 
 

Permukiman  (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  1992  Nomor 
 

23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469): 
 

7.  Undang-Undang    Nomor   24   Tahun   1992   tentang   Penataan     Ruang 

(Lembaran  Negara   Republik   Indonesia   Tahun    1992    Nomor      115. 

Tambahan  Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Nomor    350 l   l. 

diperbaharui   menjadi  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang 

Penataan Ruang  (Lembaran  Negara  Republik   Indonesia  Tahun  2007 

Nomor   68,   Tambahan  Lernbaran  Negara   Republik   Indonesia  Nomor 
 

4 725); 
 

8.   Undang-Undang   Nemer  25  Tahun  2004  tentang  Sistem Perencanaan 
 

Pembangunan  Nasional  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 
 

2004  Nomor 104. Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
 

4421 ); 
 

9.  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004   tentang  Pemerintahun Daerah 

(Lembaran Negara   Republik    Indonesia   Tahun   2004   Nomor  125 

Tambahan  Lernbaran    Negara    Republik    Indonesia    Nomor   443711 

sebagaimana  telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun  2008  tentang Perubahan  Kcdua Atas Undang-Undang 

Nomor   32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah   (Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008  Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
 

Republik 'Indonesia Nomor 4844 ); 
 

10.     Undang-Undang  33 Tahun 2004  tentang  Perimbangan  Keuangan antara 

Pemerintah  Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004  Nomor 126,   Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4436);                                                                     , 

11.  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2011  tentang  Pembentukan Peraturan 
 

Perundang-undangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
 

Nomor    82,   Tambahan    Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Nomor 
 

5234);
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12. Peraturan Pemerintah N o m o r   16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan 

Tanuh (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 

13. Keputusan  Presiden  Nomor 33 Tahun  1990 tentang  Penggunaan Tanah 
' 

Bagi Pembangunan Kawasan lndustri ; 
 

14. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi 
 

Pelaksanaan Pernbangunan Untuk Kepentingan Umum; 
 

15. Peraturan Menteri   Dalam Negeri Nomor 2 Tahun  1987  tentang Pedoman 
 

Penyusunan Rencana Kota; 
 

16. Peraturan ·      Menteri   Dalam   Negeri   Nomor    8     Tahun    1998    tentang 
 

Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; 
 

17.   Keputusan   Menteri  Dalam  Negeri  Nomor   134  Tahun   1998   tentang 

Pedoman   Penyusunan  Peraturan  Daerah  tentang  Rencana  Tata  Ruang 

Wilayah Propinsi  Daerah Tingkat  I    dan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah 

Kabupaten    Daerah Tingkat II; 

18.    Keputusan    Menteri  Dalam  Negeri  Nomor   14 7   Tahun  2004  tentang 
 

Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; 
 

19 .       .Keputusan .   Menteri  Kimpraswil  Nomor   327  KPTS  M  2002  tentang 
 

 Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang RTRW Kabupaten; 
 

20. Peraturan  Daerah Provinsi Bali Nomor  16  Tahun 2009 tentang Rencana 
 

Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi  Bali Tahun  2009-2029. 
 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

 
 

Menetapkan:    PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN 

STRATEGIS CEPAT TUMBUH (KSCT) KABUPATEN BANGLI. 

 
BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati  ini, yang dirnaksud dengan : 
 

I. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bangli : 
 

2. Pemerintahan  Daerah  adalah  Penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh  Pemerintah 

Daerah dan DPRD menurut azas otonorn  dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi 

seluas-luasnya dengan      sistem      dan     prinsip      Negara      Kcsatuan       Republik     lndonesia 

sebagairnana dimaksud dalam Undang-Undang      Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 
 

1945;
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3.  Pemerintah   Daerah  adalah  Bupati  beserta  Perangkat  Daerah  Kabupaten   Bangli; 

 
4.   Bupati adalah Bupati Bangli; 

 

5.  Rencana   Tata   Ruang   Wilayah   yang   selanjuuya     disingkat     RTRW   adalah   arahan 

kebijaksanaan dan  Strategi  Pemnnfantan     Ruang    Wilayah  Kabupaten  yang  merupakan 

pedoman dalam mengeluarkan perizinan lokasi pernbangunan; 

 
 

BAB II  

RUANG   LINGKUP 

Pasal 2 

Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Bangli adalah : 
 

a.   Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Agropolitan Catur di Kecamatan Kintarnani; 
 

b.   Kawasan   Strategis   Cepat  Tumbuh   Minapolitan  dan   Pariwisata   Kawasan  Batur  di 
 

Kecamatan Kintamani; 
 

c.   Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Pariwisata Bayung Gede dan sekitamya di Kecamatan 
 

Kintamani; 
 

d.   Kawasan Strategis Cepat Tumbuh  Agrowisata, Peternakan dan Pertanian di Kecamatan 
 

Susut; 
 

e.   Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Pertanian dan Ekowisata Bukit Bangli-Pengelipuran- 
 

Pengotan di Kecamatan Bangli; 
 

f.     Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Pertanian Tembuku di Kecamatan Tembuku. 
 

 
 

Pasal 3 
 

Tujuan Penetapan Kawasan Strategis Ccpat Tumbuh Kabupaten Bangli adalah : 
 

1. Mencapai  optimalisasi  dan sinergi pemanfaatan  sumberdaya  secara  berkelanjutan  bagi 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional; 

2.   Menciptakan keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dan sebaran kegiatan; 
 

3. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan atas pengembangan dan pengelolaan 

ruang; 

4. Mewujudkan  keseimbangan  dan  keserasian  perkernbangan    antar  bagian  wilayah  sertu 

antar sektor dalam rangka mendorong pelaksanaan otonomi daerah; 

5. Mewujudkan  perlindungan  fungsi  ruang  clan   mencegah  serta  rnenanggulangi  dampak 

negative terhadap lingkungan. 

 
 

Pasal 4 
 

Untuk   kesinambungan   Pembangunan   Kawasan   Strategis   Cepat   Tumbuh   sebagaimana 

dimaksud Pasal 3   perencanaannya perlu diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Bangli dan turunannya.
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Pasal 5 
 

Pembangunan Kawasan  Strategis Cepat Tumbuh dilakukan secara integrasi yang menjamin 

keterpaduan antara sektor yang bermanfaat bagi peningkatan   kesejahteraan rnasyarakat. 

 
 

BAB III 
 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Hal-hal  yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya 
 

diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 
 

 
 

Pasal 7 
 

(1)  Segala  Peraturan  Bupati  yang  materinya  bertentangan  dengan  Peraturan  Bupati  1111 
 

dinyatakan tidak berlaku lagi; 
 

(2)  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

 
 

Agar  setiap  orang  mengetahui  dan  memerintahkan  pengundangan  dalam  Berita  Daerah 
 

Kabupaten Bangli. 
 
 
 

Ditetapkan di Bangli 
 

pada tanggal 14 Oktober 2011 
 

BUPATI BANGLI, 
 

 
 
               ttd 

I   MADE GIANYAR 

Diundangkan di Bangli 

pada tanggal  1 4  O k t o b e r  2 0 1 1  

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANGLI, 

 • 
     ttd 
 

I  WAY AN SUTAPA 
 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2011 NOMOR  31 
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  Salinan sesuai dengan aslinya 

  KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 

  SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI, 

ttd 

  IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI 

  PEMBINA TK.I (IV/b) 

  NIP.19650210 199503 1 003 

 


